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ABSTRACT











No.	8	 year	1999	on	Consumer	Protection.	Then,	 it	was	analyzed	 systematically	 together	with	 the	
problem	solving.		The	method	used	in	this	research	is	juridical-normative.	It	means	that	the	research	













yang	 	 	 berbasis	 	 	 elektronik	 	 	 telah	
memberikan	dampak	munculnya	 inovasi-
inovasi	 baru	 dalam	 sistem	 pembayaran	
yang	 diharapkan	 dapat	 memberikan	
kemudahan,	 fleksibilitas,	 efisiensi,	 dan	




tersebut,	 yang	 dikenal	 dengan	 uang	
elektronik.	
Uang	 	 	 elektronik	 	 (e-money)	
mempunyai	 karakteristik	 yang	 berbeda	
dengan	pembayaran	elektronis	yang	telah	
ada	 sebelumnya	 seperti:	 phone	 banking,	








debit/ATM,	 karena	 setiap	 pembayaran	
yang	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	 e-
money	 tidak	 selalu	 memerlukan	 proses	
otorisasi	dan	tidak	terkait	secara	langsung	
dengan	 rekening	 nasabah	 di	 bank	 (pada	
saat	 melakukan	 pembayaran	 tidak	
dibebankan	ke	rekening	nasabah	di	bank),	
sebab	 e-money	 tersebut	 merupakan	
produk	 'stored	 value'	 dimana	 sejumlah	
nilai	(monetary	value)	telah	terekam	dalam	
alat	 	 pembayaran	 	 yang	 	 digunakan	
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(prepaid).
Menurut	 Ida	 Nuryanti	 (Senior	 Analis	
Direktorat	 	 	 Akunting	 	 	 dan	 	 	 Sistem	
Pembayaran	 	 	 Bank	 	 	 Indonesia),	
menyebutkan	 	 	 e-money	 	 	 atau	 	 	 uang	
elektronik	 berbeda	 dengan	 kartu	 kredit,	
kartu	debet	atau	voucher	yang	digunakan	
sebagai	 alat	 pembayaran.	 Uang	 pada	 e-
money 	 harus	 disetorkan	 dulu	 oleh	
pembelinya	 yang	 nilainya	 sama	 dengan	
jumlah	 yang	 disetorkan	 dan	 disimpan	
dalam	 media	 berupa	 server	 atau	 chip,	
jumlah	 yang	 disetor	 bukan	 merupakan	
simpanan	 oleh	 karena	 itu	 jika	 e-money	
hilang,	 saldo	 uangnya	 hilang	 dan	 jika	
penerbitnya	pailit,	LPS	(lembaga	penjamin	






diterbitkan	 dalam	 bentuk	 kartu	 namun	
juga	 telah	 berkembang	 dalam	 bentuk	
lainnya	 sehingga	 pada	 tahun	 2009	 Bank	
Indonesia	 mengeluarkan	 Peraturan	 Bank	
Indonesia	 No.	 11/12/PBI/2009	 tentang	
Uang	 	 Elektronik.	 	 Peraturan	 	 Bank	
Indonesia	 tentang	 Uang	 Elektronik	 ini	
memuat	pengaturan	antara	lain	mengenai	
tata	 	 cara	 	 perizinan	 	 dan	 	 peralihan	
perizinan,	 tata	 cara	 penyelenggaraan,	
pengawasan,	 peningkatan	 keamanan	
teknologi	dan	sanksi.			 Sebelumnya,	
perbankan	 adalah	 satu-satunya	 lembaga	
yang	 	 diizinkan	 	 menerbitkan	 	 alat	
pembayaran	berbasis	kartu,	seperti	kartu	
kredit,	 kartu	 debit,	 dan	 kartu	 prabayar	
namun,	 institusi	 nonbank	 seperti	 TELKO	
diizinkan	 	 terlibat	 	 dalam	 	 bisnis	
pembayaran	 sejak	 Bank	 Indonesia	
mengeluarkan	 Peraturan	 Bank	 Indonesia	
No.	 11/12/PBI/2009	 tentang	 Uang	
Elektronik	 atau	 Elektronic	 Money	 (e-
money).	Menurut	data	BI,	 saat	 ini	 ada	11	
l embaga 	 yang 	 mengantong i 	 i z in 	
menerbitkan	 uang	 elektronik,	 enam	
diantaranya	 adalah	 bank	 dan	 lima	
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perusahaan	TELKO.
Meskipun	 relatif	 masih	 dalam	 tahap	
perkembangan,	 penggunaan	 e-money	




itu	 e-money	 mempunyai	 potensi	 dalam	
menggeser	 peran	 uang	 tunai	 untuk	
pembayaran-pembayaran	 yang	 bernilai	
kecil	(retail)	sebab	transaksi	dengan	nilai	
kecil	 tersebut	 dapat	 dilakukan	 dengan	
lebih	 mudah	 dan	 murah	 baik	 bagi	
konsumen	maupun	pedagang	(merchant).	











sebagaimana	 terjadi	 pada	 hal-hal	 yang	
baru,	 masih	 terdapat	 ketidak	 sesuaian	
dalam	pengelolaan	uang	elektronik.
Salah	 satu	masalah	 yang	 timbul	 bagi	
konsumen	atau	pemegang	uang	elektronik	
diantaranya	 adalah	 kerusakan	 kartu.	
Kerusakan	 kartu	 biasanya	 sering	 terjadi	
pada	 jenis	 uang	 elektronik	 yang	berbasis	
chip.	 Kerusakan	 kartu	 menyebabkan	




gagal	 	 transaksi.	 	 Kerusakan	 kartu	
membuktikan	 bahwa	 penerbit	 tidak	
menjamin	 produk	 yang	 sesuai	 dengan	
janjinya	yaitu	keamanan,	kenyamanan	dan	
kemudahan	dalam	bertransaksi.
Untuk	 hal	 ketidak	 nyamanan	 dan	
kerugian	akibat	kerusakan	uang	elektronik	
yang	 tidak	 dapat	 digunakan	 	 konsumen	
menurut	 Undang-undang	 Perlindungan	
Konsumen	dapat	mengajukan	klaim	ganti	
rugi	 kepada	 penerbit	 uang	 elektronik	
selaku	 pelaku	 usaha.	 Dalam	 praktik	
pengajuan	 	 klaim	 	 ganti	 	 rugi	 	 akibat	
kerusakan	uang	elektronik	 tidak	berjalan	
dengan	 mudah	 dan	 nyaman.	 Klaim	 atas	
pengembalian	 saldo	 yang	 masih	 tersisa	
dalam	 uang	 elektronik	 yang	 rusak	 tidak	
dapat	 diterima	 secara	 cepat.	 Proses	
pengembalian	sisa	saldo	diberikan	setelah	
14	 hari	 kerja	 dan	 tidak	 diberikan	 secara	
tunai.	 Konsumen	 dipaksa	 tunduk	 pada	
syarat-syarat	 baru	 yang	 tidak	 pernah	
diperjanjikan,	 diberlakukan	 kemudian	
oleh	 penerbit	 pada	 saat	 kalim	 ganti	 rugi	
diajukan.
Konsumen	pemegang	uang	elektronik	
dapat	 dirugikan	 baik	 secara	 materil	
maupun	 imateril	 apabila	 pelaku	 usaha	
dalam	peraktik	 tidak	mengindahkan	hak-
hak	konsumen	terutama	hak	kenyamanan	
ketika	 mengajukan	 klaim	 ganti	 rugi	 dan	
konsumen	 harus	 tunduk	 pada	 syarat-
syarat	 dan	 ketentuan	 yang	 ditentukan	
kemudian.	 	 Untuk	 	 mencegah	 	 kasus	
kerusakan	 kartu	 uang	 elektonik	 yang	
sering	 terjadi	 seharusnya	 kualitas	 uang	
elektronik	memiliki	standarisasi	agar	uang	
elektronik	 memiliki	 jaminan	 dapat	
digunakan	dengan	baik,	dapat	dibaca	oleh	
reader,	 tidak	 memiliki	 cacat	 dan	 tidak	
menyebabkan	gagal	transaksi.
Oleh	 karena	 itu	 para	 pihak	 harus	
mempunya	 referensi	 ketentuan	 hukum	
yang	 dapat	 menjamin	 hak-hak	 dan	
kewajiban	 masing-masing	 pihak.	 Dengan	
ketentuan	 hukum	 tersebut	 diharapkan	
dapat	 	 memberdayakan	 	 konsumen	
pemegang	 	 	 uang	 	 elektronik	 	 	 dan	
meningkatkan	 kesadaran	 penerbit	 agar	
kepentingan	 konsumen	 dapat	 dilindungi	
baik	 	 	 secara	 	 	 integratif	 	 	 maupun	
komprehensif	 serta	 dapat	 diterapkan	
secara	 	 	 langsung	 	 	 di	 	 	 masyarakat.	
Perlindungan	konsumen	diharapkan	dapat	
mendorong	 iklim	 berusaha	 yang	 sehat	
yang	 mendorong	 lahirnya	 perusahaan	
yang	 	 tangguh	 	 dalam	 	 menghadapi	
persaingan	 melalui	 penyediaan	 barang	
4
dan/jasa	yang	berkualitas.
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B.	 Pembahasan
1.	 Kekuatan	 Mengikat	 Syarat-Syarat	
Baru	yang	Ditetapkan	Sepihak	Oleh	
Pelaku	Usaha	Pada	Saat	Pengajuan	
Klaim	 Ganti	 Rugi	 Dihubungkan	
D e n g a n 	 U n d a n g - U n d a n g 	
Perlindungan	Konsumen
Praktiknya	 	 	 perjanjian	 	 	 yang	
mencantumkan	klausul-klausul	baku	yang	
dibuat	 secara	 sepihak	 oleh	 pelaku	 usaha	
ternyata	 sangat	 merugikan	 konsumen	
karena	 kewajiban	 mereka	 lebih	 banyak	
diatur	 oleh	 pelaku	 usaha	 daripada	 hak-
haknya	 sehingga	 pencantuman	 klausul	
baku	pada	perjanjian	diatur	khusus	dalam	
Pasal	 18	 Undang-Undang	 Perlindungan	
Konsumen.	 Pasal	 18	 Undang-Undang	
Perlindungan	 Konsumen	 dimaksudkan	
untuk	 	 	 menempatkan	 	 	 kedudukan	
konsumen	 setara	 dengan	 pelaku	 usaha	
berdasarkan	Asas	kebebasan	berkontrak.
Ketentuan	 atau	 syarat-syarat	 yang	
ditetapkan	 oleh	 bank	 penerbit	 e-money	
mengandung	 klausul	 yang	 menyatakan	
pemegang	 kartu	 Flazz	 tunduk	 pada	
ketentuan-ketentuan	 dan	 peraturan-
peraturan	 yang	 berlaku	 pada	 BCA	 serta	
syarat-syarat	 dan	 ketentuan-ketentuan	
yang	 mengatur	 semua	 jasa	 atau	 fasilitas	
dan	 transaksi	 pembayaran	 atau	 pun	
transaksi	Top	Up	yang	dicakup	oleh	kartu	




18	 ayat	 (1)	 butir	 (g)	 Undang-Undang	
Perlindungan	 Konsumen	 karena	 pelaku	
usaha	 dalam	 menawarkan	 barang	 dan/	
a tau 	 j a sa 	 yang 	 d i tu jukan 	 un tuk 	
diperdagangkan	 dilarang	 membuat	 atau	
mencantumkan	klausula	baku	pada	setiap	
dokumen	 dan/atau	 perjanjian	 apabila	
yang	 menyatakan	 tunduknya	 konsumen	
kepada	 peraturan	 yang	 berupa	 aturan	




Ketentuan	 atau	 syarat-syarat	 baru	
yang	 ditetapkan	 secara	 sepihak	 oleh	




dengan	 	 	 sifat	 	 	e-money	 	 	yang	 	 	bukan	
merupakan	 simpanan	atau	 tabungan	dan	
e-money	 juga	 tidak	 sama	 dengan	 kartu	
kredit	 atau	 kartu	 debet.	 Ketentuan	 atau	
syarat	 baru	 tersebut	 tidak	 sesuai	 dengan	




hak-hak	 konsumen	 yang	 harus	 dijamin	
agar	ganti	rugi	dapat	dikembalikan	sesuai	
nilai	atau	harga	yang	dibayar	hal	tersebut	
diatur	 dalam	 Pasal	 4	 Undang-Undang	
Perlindungan	Konsumen.
Bank	 penerbit	 selaku	 pelaku	 usaha	
memberikan	 janji	 dalam	 syarat-syarat	
yang	dicantumkan	pada	staterpack	kartu	e-
money	 bahwa	 segala	 perubahan	 syarat-
syarat	 	 	 baru	 	 	 akan	 	 	 diberitahukan	
sebelumnya	 dalam	 bentuk	 dan	 media	
apapun	kepada	pemegang	uang	elektronik	




ditawarkan	 sehingga	 sesuai	 jaminan	 dan	
harapan	konsumen.
Ketentuan	atau	 syarat	 tentang	waktu	
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pengembalian	klaim	ganti	rugi	selama	14	
hari,	 tidak	 pernah	 diinformasikan	 dari	
awal	 perjanjian	 kepada	 pemegang	 e-
money.	 Waktu	 14	 hari	 dalam	 proses	
pengembalilan	 ganti	 rugi	 tidak	 sesuai	
dengan	 	 	 ketentuan	 	 	 tentang	 	 	 waktu	
pengembalian	ganti	rugi	yang	diatur	dalam	
Pasal	 19	 ayat	 (3)	 Undang-Undang	
Perlindungan	 Konsumen	 	 yaitu	 tenggang	
waktu	 pengembalian	 ganti	 rugi	 selama	 7	






Nomor	 	 8	 	 Tahun	 	 1999	 	 tentang	
Perlindungan	 konsumen	 disebutkan	
Perlindungan	 konsumen	 adalah	 segala	
upaya	 yang	 menjamin	 adanya	 kepastian	
hukum	 untuk	 memberi	 perlindungan	
kepada	 konsumen.	 Ketentuan-ketentuan	
dan	 	 syarat-syarat	 baru	 	 pada	 saat	
melakukan	 klaim	 ganti	 	 rugi	 yang	
ditetapkan	spihak	oleh	bank	penerbit	jelas	
bertentangan	 dengan	 perlindungan	
konsumen	 karena	 dapar	 merugikan	 hak-
hak	konsumen.	
Ketentuan-ketentuan	baru	yang	dibuat	
sepihak	 	 oleh	 	 pelaku	 	 usaha	 	 juga	
bertentangan	dengan	tujuan	perlindungan	
konsumen	 yaitu	 untuk	 menempatkan	
kedudukan	 konsumen	 setara	 dengan	
pelaku	 usaha	 berdasarkan	 prinsip	
kebebasan	berkontrak.	Konsumen	berhak	
megetahui	 dan	 menyetujui 	 segala	
perjanjian	 yang	 timbul	 dengan	 pelaku	
usaha	 agar	 kedudukan	 konsumen	 tidak	
selalu	dalam	posisi	yang	lemah.	




ketentuan	 baru	 pada	 saat	 mengajukan	
klaim	ganti	rugi	yang	dibuat	sepihak	oleh	
pelaku	 usaha	 melanggar	 asas-asas	
perlindungan	 konsumen.	 Asas-asas	 yang	
dilanggar	 adalah	 asas	 keadilan,	 asas	
keseimbangan	dan	kepastian	hukum.
Asas	 Keadilan	 dimaksudkan	 agar	
partisipasi	 rakyat	 dapat	 diwujudkan	
secara	 maksimal	 dan	 memberikan	
kesempatan	kepada	konsumen	dan	pelaku	
usaha	 untuk	 memeperoleh	 haknya	 dan	
melaksanakan	 kewajibannya	 secara	 adil	
namun	dengan	adanya	nya	perjanjian	baru	
yang	 dibuat	 secara	 sepihak	maka	 pelaku	
usaha	 telah	 berbuat	 tidak	 adil	 karena	




untuk	 	 membaikan	 keseimbangan	
kepentingan	 konsumen,	 pada	 usaha,	 dan	
pemerintah	 dalam	 arti	 materil	 ataupun	
spiritual. 	 Syarat-syarat	 baru	 yang	
ditetapkan	 sepihak	 oleh	 pelaku	 usaha	
bertentangan	 dengan	 asas	 keseimbangan	
karena	dalam	aturan	baru	ini	pelaku	usaha	
lebih	mementingkan	kewajiban	konsumen	
daripada	 hak-haknya.	 Seharusnya	 antara	
hak-hak	 dan	 kewajiban	 dibuat	 secara	
seimbang	di	dalam	suatu	perjanjian.




konsumen,	 serta	 negara	 menjamin	
kepastian	hukum.	Syarat-syarat	baru	yang	
ditetapkan	 sepihak	 oleh	 pelaku	 usaha	
melanggar	 asas	kepastian	hukum,	pelaku	
usaha	 	 telah	 	 melanggar	 	 larangan	
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pencantuman	klausul	baku	dalam	Undang-
Undang	 Perlindungan	 Konsumen	 tetapi	
konsumen	tetap	harus	tunduk	pada	syarat	
tersebut	bila	ingin	mendapat	ganti	rugi.	Hal	
tersebut	 tidak	memberikan	 keadilan	 dan	
kepastian	 hukum	 bagi	 konsumen	 karena	
posisi	konsumen	yang	lemah.
Dengan	 adanya	 syarat-syarat	 baru	
yang	ditetapkan	sepihak	oleh	pelaku	usaha	
merugikan	 konsumen	 karena	 hak-hak	
konsumen	 yang	 diatur	 dalam	 Pasal	 4	
Undang-Undang	 Perlindungan	 Konsumen	
dicederai.	Konsumen	berhak	mendapatkan	
informasi	 yang	 benar,	 jelas,	 dan	 jujur	
mengenai	 kondisi	 dan	 jaminan	 barang	
dan/atau	jasa.	Konsumen	berhak	memilih	
barang	dan/atau	 jasa	 serta	mendapatkan	
barang	 dan/atau	 jasa	 tersebut	 sesuai	
dengan	 nilai	 tukar	 dan	 kondisi	 serta	
jaminan	 yang	 dijanjikan.	 Konsumen	
berhak	 mendapatkan	 konpensasi,	 ganti	
rugi,	 dan/atau	 penggantian,	 apabila	
barang	 dan/jasa	 yang	 diterimanya	 tidak	




Konsumen	maka	 syarat-syarat	 baru	 yang	
ditetapkan	spihak	oleh	pelaku	usaha	tidak	
dapat 	 mengikat 	 konsumen. 	 Tidak	









rugi	 akibat	 rusaknya	 chip	 pada	 kartu	 e-
money	 harus	 diberikan	 secara	 tunai	 dan	
segera	 bukan	 melalui	 rekening	 nasabah	
bank	 penerbit	 karena	 telah	 disampaikan	
sebelumnya	 e-money	 bukan	 merupakan	
simpanan	atau	tabungan.	Pilihan	ganti	rugi	
lain	yaitu	pemberian	ganti	rugi	dengan	cara	
mengganti	 dengan	 kartu	 e-money	 yang	
baru	dengan	sisa	saldo	yang	terdapat	pada	
kartu	 e-money	 yang	 rusak	 atau	 diajukan	
klaim.
Walaupun	 	 	 demikian	 	 	 karena	
kedudukan	 konsumen	 yang	 lemah	
dibandingkan	pelaku	usaha	dan	kurangnya	
informasi	yang	benar,	 jelas	dan	 jujur	dari	
bank	 penerbit	 tentang	 kondisi	 produk	
konsumen	 selalu	 tunduk	 dan	 bersedia	
menjalankan	 segala	 syarat-syarat	 baru	
yang	 ditetapkan	 sepihak	 oleh	 pelaku	
usaha.	 Oleh	 karena	 itu	 diperlukan	
Peraturan-peraturan	 yang	 tegas	 yang	
dapat	 menjamin	 kepastian	 hukum	 bagi	
perlindungan	konsumen.	
2.	 Ketentuan 	 Tentang 	 S tandar 	
Kualitas	 Chip	 Pada	Kartu	 e-money	




Kewajiban	 pelaku	 usaha	 didalam	
Undang-Undang	 Perlindungan	 Konsumen	
adalah	 untuk	 menjamin	 kualitas	 produk	
yang	 dijual	 atau	 ditwarkannya	 sesuai	
dengan	 fungsi	 dan	 tujuan	 kegunaannya	
agar	 tidak	 merugikan	 konsumen	 dalam	
pemanfaatan	 barang	 dan/jasa	 yang	
dibelinya.	 Jika	di	dalam	praktik	 tidak	ada	
peraturan	 yang	 dapat	 dirujuk	 khususnya	
tentang	standar	kualitas	chip	pada	kartu	e-
money	 maka	 yang	 terjadi	 seperti	 pada	
faktanya	 kualitas	 chip	 menjadi	 tidak	
terukur.
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Dengan	 hal-hak	 tersebut	 jelas	 dapat	
merugikan	 konsumen,	 karena	 konsumen	
tidak	 mempunyai	 peraturan	 yang	 cukup	
tentang	 apa	 dan	bagaimana	 kualitas	 chip	
pada	 kartu	 e-money	 yang	 semestinya.	
Menanggapi	tentang	kerusakan	chip	pada	




melainkan	 kesalahan	 perlakuan	 kartu	 e-
money	 oleh	 pemegang	 uang	 elektronik.	
Dikatakan	 bahwa	 rusaknya	 chip	 dapat	
dikarenakan	 konsumen	 tidak	 hati-hati	
dalam	 menyimpan	 uang	 elektronik,	
seharusnya	 chip	 tidak	 boleh	 didekatkan	
dengan	 benda-benda	 yang	 mengandung	
magnet,	 digesek-gesekan	 pada	 benda-
benda	 lain	 dan	 tidak	 boleh	 didekatkan	
dengan	 benda	 elektronik.	 Apabila	 hal	 ini	
benar,	 seharusnya	 pihak	 penerbit	 pada	
saat	 	 menawarkan	 	 kartu	 	 e-money	
menyertakan	informasi	yang	lengkap,	jelas	
benar	dan	jujur	tentang	cara	penggunaan	




benar	 jelas	 dan	 jujur	 mengenai	 produk	
yang	 dijual	 atau	 ditawarkannya	 hal	 ini	
sesuai	 dengan	 ketentuan	 Pasal	 7	 (b)	 	
Undang-Undang	Perlindungan	Konsumen.
Apabila	 	 	 kewajiban	 	 	 tentang	
peemberian	informasi	yang	terdapat	pada	
Pasal	7	(b)	Undang-Undang	Perlindungan	
Konsumen	 tidak	 dilakukan	 dengan	 baik	
kepada	 konsumen,	 maka	 bisa	 jadi	
konsumen	 	 memperlakukan	 	 produk	
dengan	salah	dan	menyebabkan	kerugian	
seperti	yang	terjadi	dalam	praktik	e-money	
yang	 rusak	 tidak	 dapat	 digunakan	 untuk	
melakukan	 transaksi	 sebagaimana	 fungsi	
dan	 tujuan	 pengunaanya.	 Produk	 yang	
tidak	 	 	 sesuai	 	 	 dengan	 	 	 harapan	
penggunaanya	 disebut	 sebagai	 produk	
cacat.
Produk	 disebut	 cacat	 apabila	 produk	
tersebut	 	 	 tidak	 	 aman	 	 	 dalam	
penggunaannya,	 tidak	 memenuhi	 syarat-
syarat	 keamanan	 tertentu	 sebagaimana	




2.	 Kegunaan	 	 yang 	 	 seharusnya 	
diharapkan	dari	produk
3.	 Saat	produk	tersebut	diedarkan.
Tim	 kerja	 penysun	 naskah	 akademis	
Badan	 Pembinaan	 Nasional	 Departemen	
Kehakiman	 	 Republik	 	 Indonesia	
merumuskan	 pengertian	 produk	 cacat	
yaitu:
“Setiap	 produk	 yang	 tidak	 dapat	
memenihi	tujuan	pemnuatannya,	baik	






Konsumen	 	 seringkali	 	 kurang	
mengetahui	 	 dengan	 	 jelas	 	 informasi	
mengenai	 	 produk	 	 yang	 	 dibelinya.	
Kenyataan	 	 seperti	 ini	 	 seringkali	
disebabkan	 karena	 ketidak	 terbukaan	
pelaku	 usaha	 mengenai	 keadaan	 produk	
yang	 ditawarkan.	 Dari	 fakta	 tersebut	
sebenarnya	 sangat	 tidak	 adil	 apabila	
konsumen	 	 yang	 	 dipersalahkan	 	 dan	
kehilangan	 	 	 hak	 	 	 untuk	 	 	 menuntut	
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pertanggungjawaban	pelaku	usaha.
Pelaku	 usaha	 mempunyai	 kewajiban	
untuk	 berhati-hati	 dalam	 memproduksi	
barang	 dan/atau	 jasa	 yang	 dihasilkan	
dikarenakan	 	 	 pelaku	 	 	 usaha	 	 	 lebih	
mengetahui	sifat	dan	keadaan	barangnya,	
mulai	 dari	 proses	 produksi	 hingga	
pemasokannya	ke	pasaran.
Atas	 kerugian	 konsumen	 karena	
produk	cacat	maka	pelaku	uasah	dalam	hal	
ini	 bank	perbit	 harus	 bertanggung	 jawab	
sebagaimana	dimaksud	di	dalam	Pasal	19	
ayat	 (5)	 Undang-Undang	 Perlindungan	
Konsumen.	 Dari	 prinsip	 ini	 kemudian	
berkembang	 bahwa	 ganti	 rugi	 dalam	 hal	
produk	yang	cacat	dan	tidak	sesuai	dengan	
standar	mutu	dari	pelaku	usaha	ditempuh	
melalui	 	 	 prinsip	 	 	 gati	 	 	 rugi	 	 	 tanpa	
mendasarkan	 pada	 adanya	 kesalahan	
(liability	without	fault),	artinya	konsumen	
yang	 dirugikan	 akibat	menggunakan	 jasa	
atau	 mengkonsumsi	 produk	 cacat	 dari	
pelaku	 	 usaha	 	 berhak	 	 meminta	
pertanggung	jawaban	kepada	pelaku	usaha	
tanpa	 terlebih	 dahulu	 membuktikan	 ada	
atau	 tidaknya	 suatu	 kesalahan	 kepada	
pelaku	 usaha.	 	 Hal	 tersebut	 didasarkan	
pada	 	 prinsip	 	 strict	 	 liability	 	 yang	
menyatakan	bahwa	pelaku	usaha	seketika	
itu	 juga	 harus	 bertanggung	 jawab	 atas	
kerugian	 yang	 diderita	 konsumen.	 Hal	
tersebut	sebagaiman	diatur	dalam	Pasal	19	
ayat	 (1)	 Undang-Undang	 Perlindungan	
Konsumen.	 Pelaku	 usaha	 bertanggung	
jawab	 	untuk	memberikan	ganti	rugi	atas	




Dengan	 prinsip	 tersebut	 konsumen	
pemegang	uang	elektronik	tidak	dibebani	
untuk	membuktikan	bahwa	kerugian	yang	
diderita	 akibat	 tidak	 dapat	 melakukan	
transaksi	 menggunakan	 e-money	 benar-
benar	 karena	 disebabkan	 oleh	 kesalahan	
bank	 penerbit.	 Sehingga	 ganti	 rugi	
semestinya	 dapat	 diberikan	 cepat	 dan	
segera	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 dalam	
Undang-Undang	Perlindungan	Konsumen.	
Ketentuan	 atau	 syarat-syarat	 baru	 yang	
ditentukan	 kemudiann	 saat	 mengajukan	
klaim	 ganti 	 rugi 	 telah	 melanggar	
perlindungan	hak-hak	konsumen	terutama	
hak	kenyamanan,	hak	untuk	didengar	dan	
melanggar	 ketentuan-ketentuan	 Pasal	 18	
Undang-Undang	Perlindungan	Konsumen.
Product	 liability	 memiliki	 inti	 yaitu	
tortuous	 liability	 (tanggung	 jawab	 atas	
dasar	perbuatan	melawan	hukum).	Hal	ini	
menyebabkan	 keempat	 unsur	 dalam	
turtous	 liability	 yaitu:	 unsur	 kesalahan,	




kesalahan	 tersebut	 tidak	 lagi	 berada	 di	
tangan	konsumen,	melainkan	merupakan	
beban	 pihak	 pelaku	 usaha	 tersebut	 tidak	
bersalah.	Hal	ini	diatur	di	dalam	Pasal	28	
Undang-Undang	Perlindungan	Konsumen.
Tanggung	 jawab	 atas	 suatu	 barang	
atau	jasa	yang	diproduksi	oleh	perusahaan	
atau	 industri	 disebut	 dengan	 tanggung	
jawab	produk	(product	liability).	Tanggung	
jawab	produk	diartikan	sebagai	 tanggung	
jawab	 produsen	 untuk	 produk	 yang	




pemegang	 e-money	 dapat	 dikategorikan	
sebagai	cacat	produk	manufacturing	defect	
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karena	 tidak	 adanya	 ketentuan	 hukum	
tentang	 standar	 kualitas	 chip	 pada	 e-
money	 maka	 e-money	 yang	 beredar	 di	
masyarakat	 merupakan	 kartu	 e-money	
yang	 cacat.	 	 Selain	 termasuk	 kedalam	
produk	 cacat	manufacturing	 defect	 dapat	
dikategorikan	 kedalam	 produk	 cacat	
intruction	defect	atau	cacat	peringatan	atau	
intruksi.	Sebagai	mana	telah	dismapaikan	
oleh	 Bapak	 Ari	 Lajiji	 selaku	 Ketua	 Tim	
Pengawasan	 Bank	 	 yang	 berpendapat	
masalah	 kerusakan	 chip	 pada	 e-money	
bukan	 semata-mata	 karena	 standar	 atau	
spesifikasi	 chip	 yang	 buruk	 tetapi	 juga	
karna	 tidak	 adanya	 informasi	 dari	 bank	
penerbit	 	 tentang	 	 penggunaan	 dan	
penyimpanan	 kartu	 e-money.	 Seharusnya	
penerbit	 memberikan	 petunjuk	 atau	




diharapkan	 di	 indonesia	 memiliki	
standarisasi	 jaminan	 kualitas	 chip	 e-
money	sehingga	hak-hak	konsumen	untuk	
mendapatkan	barang	dan/	atau	jasa	sesuai	
dengan	 nilai	 tukar,	 kondisi,	 dan	 jaminan	
yang	 dijanjikan	 oleh	 penerbit	 dapat	
terpenuhi.	 Selain	 itu	 penerbit	 harus	
beritikad	 	 	 baik	 	 	 dalam	 	 	 pembuatan	
produknya	 seta	 memberikan	 informasi	
yang	 sejelas-jelasnya	 mengenai	 kondisi	
dan	 cara	 penggunaan	 produk	 dengan	
benar	 sehingga	 tidak	 menimbulkan	
kerugian	bagi	konsumen.
Produsen	dalam	memproduksi	barang	
dan	 jasa	 bukan	 hanya	 semata-mata	
mencari	 keuntungan	 yang	 besar,	 namun	
harus	 memperhatikan	 kepentingan	 dan	
kerugian	serta	keinginan	konsumen.	Selain	
itu	 harus	 diimbangi	 dengan	 tanggung	
jawab	 sosial	dan	 tanpa	hal	 tersebut	 akan	
timbul	 	 	 kecenderungan	 	 	 dari	 	 	 para	
pengusaha	 untuk	 menghalalkan	 segala	
cara	 demi	memperoleh	 keuntungan	 yang	
semaksimal	 	 mungkin	 	 dan	 	 dapat	
mengakibatkan	 terabaikannya	 hak-hak	
konsumen.
Ketentuan	 -	 ketentuan	 	 	 diatas	
diharapkan	 	 dapat 	 	 memberikan	
perlindungan	 hukum	 bagi	 konsumen	
pemegang	 uang	 elektronik	 akibat	 dari	
memanfaatkan	 jasa	 yang	 dipasarkan	
pelaku	usaha.	Mengingat	bahwa	konsumen	
memiliki 	 	 hak-hak	 	 yang	 	 harus	
diperjuangkan	 sebagaiman	 dijelaskan	
didalam	 	 Pasal	 	 4	 	 Undang-Undang	
Perlindungan	 Konsumen. 	 Hak-hak	
konsumen	 tersebut	 merupakan	 wujud	
nyata	dari	kewajiban	pelaku	usaha	dalam	
kegiatan	 transaksi	 yang	 mewajibkan	
pelaku	 usaha	 bertanggung	 jawab	 secara	








penerbit	 pada	 saat	 mengajukan	
klaim	 ganti	 rugi	 bertentangan	
dengan	Pasal	 18	Undang-Undang	
perlindungan	Konsumen	sehingga	




dan	 kurangnya	 informasi	 dari	
penerbit	 maka	 konsumen	 selalu	
Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02 September 2013  904
tunduk	 pada	 ketentuan	 atau	
syarat-syarat	 	 	 	 baru	 	 	 	 yang	
ditetapkan	sepihak	oleh	penerbit.
b.	 Di	Indonesia	belum	ada	peraturan	
yang	 mengatur	 tentang	 standar	
kualitas	chip	yang	digunakan	pada	
e-money.	 	 Peraturan	 	 standar	
kualitas	 	 chip	 	 pada	 	 e-money	
diharapkan	dapat	menjamin	hak-
hak	 	 	 	 	 konsumen	 	 	 	 	 saat	
memanfaatkan	 alat	 pembayaran	
non	 tunai	pada	 transaksi	bersifat	
ritel	 yang	 aman,	 nyaman	 dan	




a.	 Sebaiknya	 pemegang	 e-money	
harus	 	 	 lebih	 	 	 kritis	 	 	 dalam	
penggunaan	 	 	 e-money	 	 	 yang	





money	 	 	 tersebut	 	 	 sehingga	
konsumen	 	 telah	 	 mengetahui	
keadaan	 	 produk	 	 yang	 	 akan	
digunakannya.	 	 	 Selain	 	 	 itu	
konsumen	harus	mengetahui	akan	
pentingnya	 	 	 	 perlindungan	
konsumen	 	 	 	 agar	 	 	 	 dapat	
memperjuangkan	 hak-haknya	
sehingga	 kedudukan	 konsumen	
tidak	 selalu	 dalam	 posisi	 yang	
lemah	 dan	 dapat	 sejajar	 dengan	
pelaku	usaha.
b.	 Penerbit	 sebagai	 pelaku	 usaha	
diharapkan	 memiliki	 itikad	 baik	
dalam	memproduksi	barang	dan/	
jasa.	 	 	 	Pelaku	 	 	 	usaha	 	 	 	harus	
mementingkan	 	 	 	 	 hak-hak	
konsumen	 dalam	 memproduksi	
barang	 dan/	 jasa	 bukan	 hanya	
berdasarkan	 	 prinsip	 	 mencari	
keuntungan	 	 	 	 	 	 	 	 	 yang	
sebesarbesarnya.	 	 Selain	 	 itu	
Penerbit	 	 harus	 	 memberikan	
informasi	 yang	 jelas,	 benar	 dan	
jujur	 mengenai	 keadaa	 e-money	
kepada	 	 konsumen	 	 karena	
penerbit	 	 lebih	 	 mengetahui	
keadaan	 	 	 produk	 	 	 yang	
produksinya.	 Dengan	 pemberian	
informasi	 yang	 jelas	 diharapkan	
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